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ABSTRAK
Bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakal dan menyahokannva |
rembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, Namun dalam pelaksanaannya, pemberian kredi
mengandung resiko yang sangat besar dan berpotensi menjadi kredit bermasalah. Untuk mencesah
terjadinya kredit bermasalah tersebut, bank v.ajib menjalankan prinsip kehati-hatian ( Prudential Berking)
sebagal wujud penerapan Good Corporate GGovernance, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)
pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Pembangunan Daerih Sumatera Barat, (2) pelaksanaan prinsip |
rehati-hatian (Prudential Banking) dalam pembenian kredit sebagai wujud penerapan Good Corporate
Covernance pada Bank Pembangunan Dacrah Sumatera Barat dan (3) kendala yang dibadapi dalam
pelaksanaan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dalam permberian kredit sebagai wujud penerapan
Voad Corporate Governance pada Bank Pembangunan Daerali Sumatera Barat, Penelitian ini merupakan
studi dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen. dun
danahisis menpgunakan analisis kualitatif, Hasil penclitian adalaly (1) Pelaksanaan pemberian kredit vang
diterapkan oleh Bank Pembanguran Daerah Sumatera Barat masih memiliki kelemahan/pelanggaran
terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai perkreditan (7)) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian vang
dlaplikasikan dalam pemberian kredit sebagai wujud pencrapan Good Corporate Governance oleh Bank
fembangunan Daerah Sumaltera Barat mencakup (a) penilaian metode 5 ¢ dan 5 P's, (b} penerapan
Priap Mengenal Nie abab (Knew Four Customer Principle), () pengawasan dalam pemberian kredit. dun
1) pembentukan kebijakan perkreditan, dan (3) kendala vang dihadapi dalam peluksanaan prinsip kehati-
natian (Prudential Banking) dalam pemberian kredit schagai wujud pencrapan Cood  Corporare
covernance oleh Bank Pembangunan Daersh Sumatera Barat adalah kendala dalam segi wakiu dan
«zlalaian pihak calon nasabah wtau debitur.
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GOVERNANCE
(STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT)

(Kahlil, Bp. 04 940 152, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Reguler Mandiri, 84 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat
dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Namun dalam
pelaksanaannya, pemberian kredit mengandung resiko yang sangat besar dan berpotensi
mienjadi kredit bermasalah. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah tersebut dan juga
melindungi dana masyarakat tersebut. sesuai dengen Undang-Undang Perbankan Tahun
798, bank wajib menjalankan prinsip kebati-hatian (Prudential Banking) sebagai wujud
cenerapan Good Corporate Governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)
oolaksanaan pemberian kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, (2)
elaksanaan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) dalam pemberian kredit sebagai
sujud penerapan Good Corporate Governance pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera
“arat dan (3) kendala yvang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian (Prudential
Sanking) dalam pemberian kredit sehagai wujud penerapan Good Corporate Governance
s=la Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan studi dengan
mendekatan yundis empiris, Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen. dan
“analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) Pelaksanaan
~embenian kredit yang diterapkan oleh Bank Pembangunan Dacrsh Sumatera Barat masih
“emiliki kelemahan/pel-ngparan terhadap kewentuan Bank Indonesia mengenai perkreditan
- Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam pemberian kredit sebagai
“=ud penerapan Good Corporate Goveraance oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera
St mencakup (a) penilaian metode 3 €' dan 5 P's. (b) penerapan Prinsip Mengenal
“asabah (Know Your Customer Principle), (¢) pengawasan dalam pemberian kredit, dan
- pembentukan kebijakan perkreditan, dan (3) kendala vang dihadapt datam pelaksanaan
smosip kehati-hatian  (Prudential Banking) dalam  pemberian kredit sebagai  wujud
semerapan Good Corporate Governance oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

-

wi2h kendala dalam segi waktu dan kelalaian pihak calon nasabah atau debitur.




BAB 1

PENDAHULUAN

ey i

“ LATAR BELAKANG
Dunia bisnis saat ini dihadapkan pada paradigma baru, yakni paradigma peningkatan

= tambah (Value Added) vang optimal bagi segenap stakeholders. Tanpa upava

semngkatan nilai maka sulit bagi dunia bisnis untuk terus mempertahankan dava sainenya,
vz saingnya ini kiranya dapat dimulai apabila perusahaan-perusahaan cukup berpengataman
e penerapan Good Caorparate Governance (GCGH.

Sulit dipungkiri. sclama sepuluh tahun  terakhic ini. istilah  Good Corporate
~wernance (GOG) Kian popular.' Corporate Governance merupakan isu yang tidak pernah
s untek terus dikaji pelake isnis, akademisi, peinbuat kebijakan, dan  lain sebagainya.
Semiembangan Corporate Governance terus berevolusi dari waktu ke waktu, Kajian atas

Smerate Governanee mulai disinggung pertama kali oleh Berle dan Means pada tahun 1932
= membuat sebuah buku vang menganalisis terpisahnva kepemilikan saham (ownership)
koatrol.”

semudian perhatian dunia terhadap Good Corporate Governance mulal meningkat

s seak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuban

“zan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk Enron Corporation dan World

~====d Danir, Good Corporgle Governance konsep doan Pererapannva Dalam Koneks Indonesia, Edisi
We=mes ®wy Indonesia, Jakarta, 2006, Him. 3.
ez dan Ivan Yustivanda, Pemerapan Good Corporaie Governance Mengesampinghan Hak-hak
s Semu Kelangsungan Usaha, Kencana Prenada Media Group, lakana, 2006, Hlm.24.
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—om di Amerika Serikat. HIH fnsurance Company Ltd dan One-tell pty Lid di Australia serta
“ermalat di ltali pada dekade 2000-an.’

Krisis moneter pada tahun 1992 telah memberikan imbas vane cukup besar bagi dunia
serehonomian di Indonesia dimana telah mengakibatkan terpuruknya sistem perekonomian
Zonesia yang juga berimbas terhadap terpuruknya kondisi dunia perbankan Indonesia. Tidak
=-2z2h  untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. deposai., ataupun para investor
“e=madap dunia perbankan Indonesia. Karena pada zaman krisis tersebut banyuk bank yang

]' “wuidasi atau tindakan merger antara dua bank atau lebih vang mengakibatkan berbagai
sermasalahan, seperti proses pengembalian dana nasabah vang melalui proses yang tidak
- wai=n dan birokrasi vang panjang. Pandangan ini didukung oleh berbagai pemberitaan negatif
emime penvalahgunaan dan kecurangan yang terjadi dalam dunia perbanzan Indonesia.

H Dengan adanya krisis tersebut maka perekonomian negara Indonesia juga berubah.

“w=zzn berubahnya perekonomian, pemerintah melibat bahwa Undang-Undang Nomoer 7
s 1992 dianggap tidak lengkap. oleh karena itu pemerintah melakukan perubahan dengan
wmesnrkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun [998.° (selanjuinva UL tersebut disebut

e UL Perbankan)
Secara umumn krisis terjadi diakibatkan dani lemahnya kualitas corparate governance
sz dalam pengelolaan perbankan. Liberalisasi sektor perbankan vang berawal sejak
(798 lebih banyak berimplikasi pada peningkatan kuantitas dari pada kualitas fembaga

*. sehingga efisiensi dan stabilitas perbankan masih jauh dari vang diharapkan.

=2 kualitas perbankan antara lain tercermin dari lemahnya kondisi internal sektor

e Swmojo dan E John Aldrdee, Good Corporate Governance Tata Kefola Perusahaan Yang Sehai. PT
S S8ava Pustaka, Jakarta, 2005, Him. 1
o Smeme SHLMH, MUHum. Hukum Perbankan Indoncsia. Jakarta, 2003, hal 2
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BAB IV

PENUTUP

L. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yaang penulis lakukan. maka dapat dipernleh  beberapa

=silmpulan sebagai berikut:

[

Pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Barat masih memiliki beberana kelemahan, namun secara umum telah sesuai
dengan ketentuan vang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia mengenal
perkreditan.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagai wujud penerapan
Grood Corporate Governance yang diterapkan oleh Bank Pembangunan Daerah
Sumaters Berai adalab penilaian 5C's dan 5P°s, penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah (Know Your Customer Principle). pengawasan dalam pemberian kredit,
duan  pembentukan  kebijaksanaan perkreditan. Penilaian 5 Cs vaitu menilai
Charater/watak, Capacity/kemampuan, Capitalimodal. Collateral/jaminan. dan
Condition of Eeonomykondisi ekonomi. sedangkan penilaian 5 P's meliputi
penilaian Partvipara pihak, Purpose/tujuan, Payvment/pembayaran,
Profitabilitylkemampuan menghasilkan keuntungan, dan Protection/perlindungan.
Penerapan  Prinsip mengenal Nasabah dapat dilihat denpan adanva analisis
mendalam mengenai karakter calon debitur. Pengawasan dalam pemberian kredit
vang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan kredit. dapat dilihat dengan

adanya sistem pengawasan vang ditetapkan oleh intem bank vang sesuai dengan
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